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VISI MISI POLTEKKES KEMENKES PALU 

VISI: 

Menghasilkan lulusan ahli madya kesehatan dan sarjana sains terapan (S.Si.T) 

kesehatan yang berkarakter unggul, profesional dan tanggap terhadap kemajuan 

IPTEK berdasarkan pancasila pada Tahun 2018. 

MISI: 

 
Menyelenggarakan program pendidikan dan pembelajaran yang bermutu, modern 

dan relevan dengan kebutuhan pembangunan kesehatan baik untuk kebutuhan 

daerah, nasional dan internasional. 

1. Menyelenggarakan program pendidikan dan pembelajaran yang bermutu, 

modern dan relevan dengan kebutuhan pembangunan kesehatan baik untuk 

kebutuhan daerah, nasional dan internasional. 

2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengkajian IPTEK kesehatan 

secara berkelanjutan dan melakukan publikasi hasil penelitian. 

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil guna dan 

berdaya guna sebagai peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 

4. Menyelenggarakan pembinaan kemahasiswaan agar memiliki budi pekerti 

yang luhur dan berahlak mulia serta tanggap terhadap lingkungan. 

5. Menyelenggarakan pengelolaan dukungan manajemen pendidikan tinggi 

kesehatan secara efisien, efektif, akuntabel dan transparan secara 

berkelanjutan kepada semua pihak. 
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KATA PENGANTAR 

 
Poltekkes Kemenkes Palu merupakan Perguruan Tinggi Kesehatan yang 

ada di Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah yang tetap menjaga reputasi baik di 

kalangan masyarakat. Oleh karenanya Poltekkes Kemenkes Palu perlu menjaga 

dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat baik internal maupun 

eksternal dalam hal kualitas dari produk sebuah perguruan tinggi. Berdasarkan 

keinginan tersebut, maka Poltekkes Kemenkes Palu mencanangkan untuk 

melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). 

Pelaksanaan budaya mutu diawali dengan membuat dokumen mutu. 

Dokumen mutu Poltekkes Kemenkes Palu telah tersusun berdasarkan perintisan 

penerapan penjaminan mutu pada tahun 2014, melalui menyelenggarakan 

pelatihan dan workshop sehingga tersusun beberapa dokumen mutu. 

Dokumen kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bertujuan 

untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI 

dan dijadikan landasan , arah dalam dalam melaksanakan dan meningkatkan 

mutu di Poltekes Kemenkes Palu sehingga dapat menjamin mutu  setiap 

kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

 

 
Palu, 11 Agustus 2014 

Direktur, 
Poltekes Kemenkes Palu 

 
 
 
 

Nasrul, SKM.,M.Kes 

NIP. 196804051988021001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Menjalankan SPMI 

Rintisan pelaksanaan Sistim Penjaminan Mutu Internal (SPMI)  

Poltekkes Kemenkes Palu sudah mulai dirintis sejak disusunnya dokumen 

SPMI pada tahun 2014, namun demikian implementasinya dilakukan secara 

bertahap. Dokumen utama dari penjaminan mutu (Kebijakan Akademik, 

Standar Akademik) di tingkat Poltekkes sudah terbentuk dan disyahkan oleh 

senat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu. Dalam hal 

pengelolaan, Poltekkes Kemenkes Palu juga telah membentuk Unit 

Penjaminan Mutu di tingkat Poltekkes dan Sub Unit Penjaminan Mutu di 

tingkat jurusan. 

Seiring dengan perjalanan waktu, penjaminan mutu di Poltekkes 

Kemenkes Palu mengalami kondisi pasang surut. Oleh karena itu diperlukan 

revitalisasi Sistim Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Revitalisasi SPMI 

diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu 

dapat secara sistimatis, konsisten dan berkelanjutan. Pelaksanaan 

penjaminan mutu yang sistimatis, konsisten dan berkelanjutan tersebut 

mutlak dilakukan agar : (a) Visi, misi dan tujuan dapat dicapai, (b) 

Kepentingan dan tuntutan para pihak terkait atau pemangku kepentingan 

(stakeholders) dapat terpenuhi, (c) Mematuhi dan memenuhi ketentuan 

peraturan dan undang undang terkait yang berlaku. Dalam rangka 

revitalisasi SPMI tersebut pula dokumen Kebijakan SPMI atau Kebijakan 

Mutu ini disusun. 

 
B. Visi Poltekkes Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu 

“Menghasilkan Lulusan Ahli Madya Kesehatan dan Sarjana Sains terapan 

(S.Si.T) Kesehatan yang berkarakter unggul, professional dan tanggap ter- 

hadap kemajuan IPTEK berdasarkan pancasila Tahun 2018” 

 
Unggul mengandung makna : sebagai institusi pendidikan yang amanah, 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara ikhlas dan disiplin, 

menghasilkan lulusan yang profesional dan berkarakter, serta memberikan 

keadilan dan kesejahteraan. 
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C. Misi Poltekkes Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu 

1. Menyelenggarakan program pendidikan dan pembelajaran yang bermutu, 

modern dan relevan dengan kebutuhan pembangunan kesehatan baik un- 

tuk kebutuhan daerah, nasional dan internasional. 

2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengkajian IPTEK kesehatan 

secara berkelanjutan dan melakukan publikasi hasil penelitian. 

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil guna 

dan berdaya guna sebagai peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 

4. Menyelenggarakan pembinaan kemahasiswaan agar memiliki budi pekerti 

yang luhur dan berahlak mulia serta tanggap terhadap lingkungan. 

5. Menyelenggarakan pengelolaan dukungan manajemen pendidikan tinggi 

kesehatan secara efisien, efektif, akuntabel dan transparan secara berke- 

lanjutan kepada semua pihak. 

 
D. Tujuan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu 

1. Meningkatkan mutu penyelenggaraan proses pembelajaran yang berbasis 

kompetensi yang membentuk SDM kesehatan yang cerdas, berahlak 

mulia dan memiliki daya saing sesuai kebutuhan daerah, nasional dan in- 

ternasional 

2. Meningkatkan pencapaian kinerja layanan akademik yang prima pada 

program studi, jurusan dan direktorat sesuai standar manajemen mutu 

dan akreditas BAN-PT/LAM-PT 

3. Meningkatkan penyelenggaraan penelitian yang menghasilkan daya 

ungkit terhadap program pembangunan kesehatan dan berpotensi mem- 

peroleh paten sesuai kebutuhan daerah dan nasional 

4. Meningkatkan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat ber- 

dasarkan hasil penelitian dan pendidikan kesehatan 

5. Meningkatkan kerja sama kemitraan dengan institusi terkait dalam penye- 

lenggaraan pendidikan kesehatan yang bermutu dan pemasaran lulusan 

 
E. Sejarah Singkat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu 

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu merupakan unit 

pelaksanaan teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan. Berada di bawah 

Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia 
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(PPSDM) Kementerian Kesehatan, dipimpin oleh Direktur yang bertanggung 

jawab kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDMK) 

Kementerian Kesehatan. 

Direktur Poltekkes Kemenkes Palu dalam pelaksanaan tugas teknis, 

secara fungsional di bina oleh Kepala Pusdiklat Tenaga Kesehatan. Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) Kementerian 

Kesehatan RI. Politeknik Kesehatan Palu mempunyai tugas pokok 

melaksanakan pendidikan professional dalam program Diploma III dan Di- 

ploma IV sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Keputusan 

Menteri Kesehatan Nomor 298/Menkes-Kessos/SK/IV/2001 tanggal 14 Mei 

2001) dan Keputusan bersama Mendiknas dan Menkes Nomor 

14/VIII/KB/2011 dan 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tentang penyelenggaraan 

Politeknik Kesehatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan. 

Sesuai dengan organisasi dan tata kerja Politeknik Kesehatan memiliki 

fungsi sebagai berikut : 

1. Melaksanakan pengembangan pendidikan professional dalam sejumlah 

keahlian di bidang Kesehatan 

2. Melaksanakan Penelitian di Bidang Pendidikan Profesional dan 

Kesehatan 

3. Melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan yang men- 

jadi tugas dan tanggung jawab 

4. Melaksanakan pembinaan terhadap Civitas Academic dalam hubungan 

dengan lingkungan Politeknik Kesehatan Palu berdiri berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Kesehatan Dan Kesehatan Social RI. Nomor 

298/MENKES-KESSOS/SK/IV/2001 tanggal 16 April 2001. Dan peru- 

bahan keputusan bersama Nomor SK Alibina No.355/E/O/2012 tentang 

Alih Bina Politeknik Kesehatan Kemenkes ke Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan RI. 

Politeknik Kesehatan Palu merupakan penyelenggara pendidikan kesehatan 

Diploma III dan Diploma IV Kesehatan diantaranya adalah : 

1. Diploma III Jurusan Keperawatan 

a. Prodi DIII Keperawatan Palu 

b. Prodi DIII Keperawatan Poso 

c. Prodi DIV Keperawatan 
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2. Diploma III Jurusan Kebidanan 

a. Prodi DIII Kebidanan Palu 

b. Prodi DIII Kebidanan Poso 

c. Prodi DIV Kebidanan 

3. Diploma III Jurusan Kesehatan Lingkungan 

4. Diploma III Jurusan Gizi 

 
 

F. Istilah Dan Definisi 

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, 

pandangan dari institusi tentang sesuatu hal. 

2. Kebijakan SPMI adalah pernyataan  tertulis  yang  menjelaskan 

pemikiran, sikap, pandangan  Poltekkes  Kemenkes  Palu  mengenai 

SPMI yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Palu dan juga menjelaskan 

bagaimana memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam 

penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi. 

3. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang 

bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI. 

4. Standar SPMI adalah dokumen  tertulis  berisi  kriteria,  patokan,  uku- 

ran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi. 

5. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap  jurusan / prodi / sub bagian / uru-  

san / unit dalam Poltekkes Kemenkes Palu secara periodic untuk me- 

meriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu 

tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya. 

6. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang 

dilakukan oleh auditor internal Poltekkes Kemenkes Palu untuk me- 

meriksa  pelaksanaan  SPMI  dan  mengevaluasi  apakah   seluruh 

standar SPMI telah dicapai / dipenuhi oleh setiap jurusan / prodi / sub 

bagian / urusan / unit dalam lingkungan Poltekkes Kemenkes Palu. 

7. Auditor Internal adalah orang atau  sekelompok  orang  yang mempu- 

nyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI. 

8. Dokumen adalah informasi dan media pendukungnya (bisa berupa kertas, 

file elektronik/digital,CD,dlll) 

9. Rekaman adalah dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau 

yang memberikan bukti tentang kegiatan yang dilakukan 
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10. Dokumen pendukung adalah dokumen-dokumen lain sebagai acuan da- 

lam melakukan kegiatan operasional 

11. Poltekkes adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kemenkes yang 

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan PPSDM 

Kesehatan. 

12. Unit Penjaminan Mutu adalah unit fungsional yang dibentuk oleh Direktur 

sesuai ORTALA Kemenkes RI dan diberi tugas untuk mengembangkan 

System Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat Politeknik Kesehatan 

Kemenkes Palu. 

13. Jurusan adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan 

pendidikan profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu 

pengetahuan, teknologi dan / atau kesehatan tertentu serta sebagai 

wadah yang memfasilitasi pelaksanaan program studi. 

14. Progam studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar 

sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikanyang diselenggarakan 

atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat 

menguasai pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran 

kurikulum. 
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BAB II 

KEBIJAKAN SPMI 

 

A. Lingkup Kebijakan SPMI 

Lingkup kebijakan SPMI Poltekkes Kemenkes Palu meliputi aspek 

penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Poltekkes Kemenkes Palu, yang 

berfokus pada bidang akademik , bidang penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

Kebijakan SPMI Poltekkes Kemenkes Palu berlaku untuk semua unit da- 

lam Poltekkes Kemenkes Palu, yaitu : semua jenjang strata pendidikan Di- 

ploma Kesehatan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Palu, dan semua unit 

yang ada di jurusan dan prodi. 

 

B. Pihak-Pihak Yang Terkait Kebijakan 

Pihak- pihak yang terkait dengan kebijakan SPMI dalam Poltekkes Ke- 

menkes Palu, yaitu : Direktorat, Jurusan, Program Studi, Sub Bagian, Uru- 

san Dan Unit-Unit Operasional Lainya. 

 

C. Garis Besar Kebijakan SPMI 

a. Pernyataan Kebijakan SPMI 

1. Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan secara efektif, efisien dan 

akuntabel, maka setiap jurusan / prodi / sub bagian / urusan / unit di 

lingkungan Poltekkes Kemenkes Palu dalam merancang serta melak- 

sanakan tugas, fungsi dan pelayanannya harus mengacu pada visi 

yang telah ditetapkan. 

2. SPMI Poltekkes Kemenkes Palu dilaksanakan pada semua aktivitas 

penyelenggaraan pendidikan tinggi yaitu pada kegiatan akademik yang 

mencakup pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, 

3. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Poltekkes 

Kemenkes Palu berlaku sebagai arah bagi pelaksanaan SPMI di juru- 

san/program studi. 

4. Sub Unit Penjaminan Mutu di Jurusan/Prodi mengembangkan kebija- 

kan / dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Direktorat 

sesuai dengan kompetensi lulusan masing-masing program studi. 
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5. Manual Mutu, Standar mutu, dan prosedur yang ditetapkan dalam 

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Poltekkes Kemenkes Palu 

secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit internal mutu. 

b. Tujuan Kebijakan SPMI 

1. Menjamin bahwa SETIAP UNIT KERJA akademik/non akademik polte- 

kkes kemenkes palu dalam menjalankan tugas pelayanan dan 

fungsinya sesuai dgn visi dan misi yg telah ditetapkan. 

2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas  Poltekkes Kemenkes 

Palu kepada para pemangku kepentingan (stakeholders). 

3. Mengajak semua pihak di lingkungan Poltekkes Kemenkes Palu un- 

tuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan 

secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu. 

4. Mewujudkan peningkatan mutu pendidikan melalui mutu Input, Pro- 

ses, Output dan Outcome sebagaimana tertuang dalam undang- 

undang No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Input dinyata- 

kan bermutu bila sesuai atau melebihi stándar sarana prasarana, 

stándar isi, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Proses dinya- 

takan bermutu apabila sesuai atau melebihi stándar kurikulum. Out- 

put (hasil jangka pendek) dinyatakan bermutu apabila hasil belajar 

akademik dan non akademik siswa tinggi. Outcome (hasil jangka me- 

nengah dan panjang) dinyatakan bermutu apabila lulusan mudah ter- 

serap di dunia kerja. 

 
c. Manajemen SPMI 

SPMI pada Poltekkes Kemenkes Palu dirancang, dilaksanakan, dan 

ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model 

Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian Peningkatan 

(PPEPP). Dengan model ini, maka Poltekkes akan menetapkan terlebih 

dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui rencana strategi dan serangkaian 

aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui 

strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, die- 

valuasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. 

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap jurusan / program 

studi / bagian / unit dalam lingkungan Poltekkes Kemenkes Palu secara 
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berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unit- 

nya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah 

ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan, seluruh 

staf pada yang terlibat. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan akan mem- 

buat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan un- 

tuk memperbaiki dan meningkatkan mutu. 

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP mengha- 

ruskan setiap unsur dalam Poltekkes bersikap terbuka, kooperatif, dan 

siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah 

mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan se- 

tiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan 

unit dan Poltekkes, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan 

hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. 

Semua proses tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap 

kegiatan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Poltekkes 

Kemenkes Palu terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Poltekkes pun juga 

selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehing- 

ga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. 

Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP 

adalah kesiapan semua prodi dalam Poltekkes Kemenkes Palu untuk 

mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh 

BAN-PT ataupun lembaga akreditasi yang kredibel. 

Gambar 1. Siklus PPEPP model Kaizen 
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Model Manajemen PPEPP Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI Pol- 

tekkes Kemenkes Palu : Untuk mencapai tujuan SPMI Poltekkes tersebut 

di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Poltekkes, maka 

civitas academik dalam melaksanakan SPMI pada setiap aras dalam Pol- 

tekkes selalu berpedoman pada prinsip : 

1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal 

2. Mengutamakan kebenaran 

3. Tanggungjawab sosial 

4. Pengembangan kompetensi pegawai 

5. Partisipatif dan kerjasama 

6. Keseragaman metode 

7. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan. 

 
 

d. Strategi SPMI Poltekkes Kemenkes Palu : 

Strategi Poltekkes Kemenkes Palu di dalam melaksanakan SPMI adalah : 

1. Melibatkan secara aktif semua civitas academika dari tahap 

perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI 

2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintah 

sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penyusunan visi 

dan misi 

3. Melakukan sosialisasi secara terstruktur dan terencana bagi para 

dosen dan staf administrasi tentang SPMI, serta kepada pemangku 

kepentingan dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal 

 
 

e. Perencanaan 
 

Perencanaan adalah tindakan yang harus dilakukan sebelum suatu 

kegiatan dilaksanakan. Perencanaan ada tiga macam yaitu perencanaan 

jangka pendek (1 tahun), perencanaan jangka menengah (5 tahun). 

Perencanaan suatu kegiatan sekurang-kurangnya harus berisi judul, latar 

belakang, tujuan, prosedur mencapai tujuan, jumlah dan sumber dana 

yang dibutuhkan, waktu pelaksanaan, indikator keberhasilan, 

keberlanjutan, dan penanggung jawab kegiatan. 
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Gambar 2. Sistem Penjaminan Mutu – Perguruan Tinggi 

 

 
f. Pelaksanaan 

 

Pelaksanaan adalah tindakan melaksanakan rencana yang telah di- 

buat untuk mencapai tujuan atau mutu yang telah ditentukan dalam peren- 

canaan. 

 
 

g. Pengendalian 
 

Pengendalian adalah tindakan mengamati, mengukur, dan mencatat 

hasil pengamatan dan pengukuran yang dilakukan sebelum, selama, dan 

sesudah suatu kegiatan dilaksanakan untuk menjamin bahwa tujuan atau 

mutu yang telah dijanjikan dapat tercapai. Pengendalian di Poltekkes Ke- 

menkes Palu ada tiga macam yaitu monitoring, audit internal, dan audit 

eksternal. Monitoring adalah pengendalian yang dilakukan oleh pelaku ke- 

giatan dan dapat dilaksanakan setiap saat. Audit internal adalah pengenda- 

lian yang dilakukan oleh auditor Poltekkes Kemenkes Palu, sedangkan au- 

dit eksternal adalah pengendalian yang dilakukan oleh auditor dari luar Pol- 

tekkes Kemenkes Palu. Audit dilakukan setiap periode tertentu oleh audi- 

tor. Auditor adalah seseorang yang telah mempunyai kemampuan men- 

gaudit (menilai secara sistematis, transparan, dan objektif) suatu kegiatan. 

 
h. Monitoring 

 

Monitoring (pengukuran dan pencatatan hasil kegiatan) dilakukan oleh 

pelaku kegiatan ketika proses berlangsung dan paling lambat setiap enam 

bulan sekali. Semua hasil monitoring serta catatan tindakan pencegahan 

Standar 

Baru 

EVALUASI 

DIRI 

AUDIT MUTU 

AKADEMIK INTERNAL 

RUMUSAN 
KOREKSI 

PENINGKATAN 

MUTU 

 

MONITORING PELAKSANAAN STANDAR 
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dan perbaikan yang dilakukan disimpan sebagai dokumen Catatan Mutu. 

Jika terjadi penyimpangan dari hasil suatu proses dan hasil penyimpangan 

tersebut ingin diabaikan atau diberi perkecualian, maka harus jelas 

personel yang memberikan pengecualian tersebut dan harus diyakinkan 

bahwa yang bersangkutan memang berwenang. Jika dari hasil monitoring 

terjadi penyimpangan maka unit kerja bersangkutan melakukan tindakan 

perbaikan untuk menjamin tidak terulangnya penyimpangan dan menjamin 

hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran (indikator kinerja yang telah 

ditetapkan). 

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan 

kegiatan, pimpinan unit kerja (direktur, pudir, ketua jurusan atau ketua 

prodi) melakukan monitoring dan membangun komunikasi internal baik 

secara langsung maupun tidak langsung (melalui media elektronik dan/atau 

cetak). 

 
Komunikasi langsung secara formal dilakukan melalui penyelenggaraan 

rapat dengan: 

a. senat minimal satu kali dalam satu semester; 

b. para pembantu direktur/kajur/kaprodi minimal satu kali dalam satu bulan; 

c. dosen dan staf administrasi minimal satu kali dalam satu tahun. 

 

 
Komunikasi Poltekkes Kemenkes Palu dengan stakeholder dilaksanakan 

melalui tracer study dan berbagai kegiatan seperti promosi, ekspo, dan 

diskusi. Hasil komunikasi internal digunakan sebagai salah satu bahan 

dalam Rapat Pimpinan (Rapim). 

 
i. Audit Internal 

 

Audit internal hasil kegiatan akademik dilakukan setiap tahun sekali 

oleh tim auditor. Hasil audit yang berupa data dan atau informasi 

dikumpulkan, dibandingkan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan 

dalam dokumen standar mutu akademik. Jika hasil audit belum sesuai dari 

pada rencana ( standar yang telah ditetapkan), maka penyebabnya dicari 
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dan alternatif pemecahan penyebab dirumuskan sebagai bahan masukan 

pada acara rapim. 

 
 

j. Audit Eksternal 
 

Audit eksternal bertujuan untuk menilai kelayakan program institusi 

pendidikan tinggi dan memberi saran peningkatan dalam upaya 

peningkatan kualitas berkelanjutan. Akreditasi eksternal tersebut dilakukan 

oleh suatu badan akreditasi yang bersifat mandiri (Badan Akreditasi 

Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga lainnya). Parameter dan metoda 

pengukuran ditetapkan oleh lembaga bersangkutan. 

 
 

k. Penyempurnaan 
 

Penyempurnaan adalah tindakan yang dilakukan setelah data atau 

informasi hasil pengendalian diperoleh, dianalisis, dan dievaluasi untuk 

memperbaiki dan menyempurnakan dokumen Manual Mutu dan Prosedur 

Mutu Poltekkes Kemenkes Palu agar mutu yang telah dijanjikan dapat 

dicapai lebih efektif (dalam waktu lebih pendek) dan efisien (dengan biaya 

lebih murah). Data merupakan hasil kerja auditor setelah mengaudit suatu 

kegiatan. Selanjutnya,data diolah dan dianalisis oleh Unit Penjaminan 

Mutu. Hasil olahan dan analisis data berupa alternatif penyempurnaan isi 

dan format Manual Mutu dan atau Prosedur Mutu Poltekkes Kemenkes 

Palu. Alternatif penyempurnaan ini kemudian dievaluasi dalam rapim atau 

tinjauan manajemen. 

Luaran tinjauan manajemen harus mencakup tindakan untuk 

mencegah kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana dan memperbaiki 

tindakan yang telah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

kegiatan tersebut. 

Tindakan pencegahan diambil untuk menghilangkan penyebab utama 

atau penyebab potensial ketidaksesuaian antara rencana dan hasil 

kegiatan. Semua perubahan dokumen yang menjadi hasil tindakan 

pencegahan harus diterapkan dan dicatat. Tindakan pencegahan dapat 

mencakup: 
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1. Penggunaan sumber-sumber informasi yang sesuai seperti proses dan 

operasi kerja yang memengaruhi mutu produk, hasil audit mutu internal, 

catatan mutu, laporan pelayanan, serta keluhan stakeholder untuk 

mendeteksi, menganalisis, dan menghilangkan penyebab potensial 

ketidaksesuaian; 

2. Penetapan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menangani masa- 

lah-masalah yang membutuhkan tindakan pencegahan; 

3. Mengambil tindakan pencegahan dan penerapan pengendaliannya 

untuk memastikan keefektifan tindakan; 

4. Memastikan bahwa informasi yang relevan atas tindakan yang diambil 

untuk diteruskan pada tinjauan manajemen. 

 

Tindakan perbaikan (penyempurnaan pelaksanaan kegiatan) untuk 

meningkatkan mutu secara berkelanjutan dilaksanakan secara rutin oleh 

pelaku kegiatan (jurusan/prodi Poltekkes). Tindakan perbaikan yang 

diambil harus dapat menghilangkan akar penyebab ketidaksesuaian. 

Semua perubahan dokumen yang menjadi hasil tindakan perbaikan harus 

diterapkan dan dicatat. Tindakan perbaikan harus mencakup: 

1. Penanganan yang efektif terhadap keluhan stakeholder dan laporan 

proses yang tidak sesuai; 

2. Penyelidikan penyebab ketidaksesuaian yang berhubungan dengan 

pelaku, proses, dan dokumen serta pencatatan hasil penyelidikan; 

3. Penetapan tindakan perbaikan yang dibutuhkan untuk menghilangkan 

penyebab ketidaksesuaian; 

4. Penerapan pengendalian untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan 

telah diambil dan efektif. 



 

l. Struktur Organisasi Poltekkes 
Sesuai Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Departemen Kesehetan RI tahun 2008, struktur organisasi Poltekkes Ke- 
menkes Palu seperti gambar berikut ini: 

Berdasarkan PERMENKES Nomor.HK.03.05 / 1.2 / 03086 / 2012 periode 2014 – 2018 maka disusun struktur organisasi Politeknik Kesehatan 
Kementerian Kesehatan Palu sbb : 

 

Dewan 

Pertimbangan 

 

 
Satuan 

Pengawasan 

Internal 

DIREKTUR 

PUDIR I PUDIR II PUDIR III 

Senat 

 
 
 
 

KAJUR 

KEPERAWATAN 

KAJUR 

KESLING 

KAJUR 

KEBIDANAN 

KAJUR 
GIZI 

SubBag 

ADAK 
SubBag 

ADUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

KANIT 
Pengembangan 

pendidikan 

 

 

KANIT 
Penelitian 

 
KANIT 

Pengabdian 
Masyarakat 

 

KANIT 
Penjaminan 

Mutu 

 
 

KANIT 
Perpustakaan 

 

KANIT 

Laboratorium 

 

KANIT 
Pemeliharaan & 

Perbaikan 

 

KANIT 

Kerjasama 

 

KANIT 
Layanan 

Pengadaan 

KANIT 
Komisi 

Etik 

 

KANIT 

Pengendalian 
Gratifikasi 

 
 
 
 

KELOMPOK TENAGA FUNGSIONAL 
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KAUR Kemahasiswaan 

14 

KAUR 
Pengadaan 

KAUR 
Evaluasi dan 

Pelaporan 

KAUR 
Keuangan KAPRODI 

D4   
KEB.PALU 

KAPRODI 
D3   

KEB.POSO 

KAPRODI 
D3   

KEB.PALU 

KAPRODI 
D4   

KEP.PALU 

KAPRODI 
D3   

KEP.POSO 

KAPRODI 
D3   

KEP.PALU 

KAUR 
Perlengkapan 

KAUR 
Kepegawaian 

KAUR Administrasi 
KAUR 
Umum 
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JURUSAN GIZI JURUSAN 

KESEHATAN 

LINGKUNGAN 

JURUSAN 

KEBIDANAN 

JURUSAN 

KEPERAWATAN 

Ka. Jur Ka. UPM 

PUDIR PUDIR PUDIR 
SENAT 

DIREKTUR 

 

 
 

m. Unit Penjaminan Mutu 

Unit Penjaminan Mutu adalah unit penunjang teknis di bidang penjaminan 

mutu yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur. 

Secara teknis fungsional dibina dan melakukan konsultasi kepada Pembantu 

Direktur I, serta berkoordinasi dengan Sub Unit Penjaminan Mutu Jurusan melalui 

Ketua Jurusan. 

Sesuai Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan 

Departemen Kesehetan RI tahun 2008, Unit Penjaminan Mutu mempunyai tugas 

melakukan penjaminan mutu secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam 

suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang 

jelas. 

n. Struktur Organisasi Unit Penjaminan Mutu 

Struktur Organisasi Unit Penjaminan Mutu 
 

 

 

 

 

 

 

 
Keterangan: 
Ka. UPM = Kepala Unit Penjaminan Mutu Poltekkes 

SUB UPM = Sub Unit Penjaminan Mutu Jurusan 

= garis komando 

     = garis koordinasi 

PELAKSANA AMI PENGADMINISTRASI DAN 
PENGOLAH DATA 

UMUM 
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Sedangkan Fungsi Unit Penjaminan Mutu Adalah: 

1. Perencana dan pelaksana sistem penjaminan mutu akademik secara 

keseluruhan di Poltekkes. 

2. Penyusun perangkat dokumen yang diperlukan dlm rangka pelaksanaan sistem 

penjaminan mutu akademik. 

3. Pengembang sistem penjaminan mutu akademik. 

4. Pelaksana monitoring sistem penjaminan mutu akademik. 

5. Pelaksana audit mutu akademik internal dan evaluasi pelaksanaan sistem 

penjaminan mutu akademik. 

6. Penyusun laporan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu 

akademik. 

7. Melakukan koordinasi dengan Sub.Unit Penjaminan Mutu di masing-masing 

jurusan. 
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BAB III 

DAFTAR DOKUMEN SPMI 

 
 

A. Daftar Standar Spmi 

Sebagaimana Kebijakan SPMI Poltekkes Kemenkes Palu yang dibedakan 

antara kebijakan akademik dan kebijakan non akademik, maka Standar SPMI 

Poltekkes Kemenkes Palu juga dibedakan antara standar akademik dan standar 

non akademik. Berikut ini adalah daftar Standar SPMI Poltekkes Kemenkes Palu 

untuk akademik 

 

NO NAMA STANDAR NOMOR 

1 Standar Isi SPMI-POLTEK-PLW.09.01 

2 Standar Proses SPMI-POLTEK-PLW.09.02 

3 Standar Kompentensi Lulusan SPMI-POLTEK-PLW.09.03 

4 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan SPMI-POLTEK-PLW.09.04 

5 Standar Sarana dan Prasarana SPMI-POLTEK-PLW.09.05 

6 Standar Pengelolaan SPMI-POLTEK-PLW.09.06 

7 Standar Pembiayaan SPMI-POLTEK-PLW.09.07 

8 Standar Penilaian Pendidikan SPMI-POLTEK-PLW.09.08 

9 Standar Mahasiswa SPMI-POLTEK-PLW.09.09 

10 Standar Penelitian SPMI-POLTEK-PLW.09.10 

11 Standar Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI-POLTEK-PLW.09.11 

12 Standar Suasana Akademik SPMI-POLTEK-PLW.09.12 

13 Standar Administrasi Akademik SPMI-POLTEK-PLW.09.13 

14 Standar Kerjasama SPMI-POLTEK-PLW.09.14 

 

 
B. Daftar Manual SPMI 

 
No. Nama Manual Nomor 

1 Manual Mutu  

2 SOP  

3 Instruksi Kerja  
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